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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Dimensi Strategic Action menunjukkan bahwa Bendahara 

Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Kapas telah menerapkan 

strategi adaptif dalam menghadapi kendala teknis Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD) melalui penyesuaian pola kerja, 

penyusunan skala prioritas pekerjaan, serta pemanfaatan waktu 

secara efektif. Strategi tersebut dilakukan dengan mengerjakan 

terlebih dahulu aktivitas yang tidak bergantung pada sistem ketika 

SIPD mengalami gangguan, kemudian melanjutkan proses input dan 

penyelesaian administrasi setelah sistem kembali normal. Meskipun 

strategi ini mampu menjaga keberlangsungan proses 

penatausahaan keuangan, efektivitas pelaksanaannya belum 

sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada kestabilan 

jaringan, server SIPD, dan proses sinkronisasi sistem yang berada 

di luar kendali Bendahara Pengeluaran. 

2. Dimensi Decision Making menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan dalam mengatasi kendala teknis SIPD telah dilaksanakan 

secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah. Setiap keputusan didasarkan pada tingkat urgensi 

pekerjaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

serta hasil koordinasi dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan 
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(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan BPKAD 

Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan tersebut mampu meminimalkan 

keterlambatan administrasi, mengurangi potensi kesalahan dalam 

penatausahaan keuangan, serta memastikan setiap tahapan 

pengelolaan keuangan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. 

3. Dimensi Resource Management menunjukkan bahwa Bendahara 

Pengeluaran telah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

manusia, waktu, serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk 

mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan melalui SIPD. 

Optimalisasi dilakukan melalui pembagian waktu kerja secara 

efisien, peningkatan koordinasi antarpegawai, serta pemanfaatan 

perangkat kerja yang tersedia. Namun demikian, efektivitas 

pengelolaan sumber daya tersebut masih dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, terutama gangguan server, keterlambatan sinkronisasi 

data, dan kendala teknis pada sistem SIPD, sehingga kinerja yang 

telah diupayakan secara maksimal belum sepenuhnya 

menghasilkan proses yang optimal. 

4. Dimensi Coordination Strategy menunjukkan bahwa koordinasi 

merupakan strategi yang sangat penting dalam mengatasi kendala 

teknis penggunaan SIPD. Koordinasi yang dilakukan secara intensif 

dengan Camat selaku Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, serta 

BPKAD Kabupaten Bojonegoro mampu mempercepat penyelesaian 

berbagai permasalahan teknis, memberikan kepastian langkah yang 
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harus dilakukan, serta menjaga kelancaran proses penatausahaan 

keuangan daerah. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut 

juga memperkuat komunikasi, mempercepat penyampaian 

informasi, dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Manajemen Strategi Penatausahaan Keuangan Bendahara 

dalam Mengatasi Kendala Teknis Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD) pada Kantor Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui penerapan 

empat dimensi strategi menurut Bryson (2018), yaitu Strategic 

Action, Decision Making, Resource Management, dan Coordination 

Strategy. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam 

mendukung keberlangsungan penatausahaan keuangan daerah 

meskipun dihadapkan pada berbagai kendala teknis penggunaan 

SIPD. Namun demikian, keberhasilan implementasi strategi tersebut 

belum sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi 

aparatur, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa 

stabilitas sistem SIPD, kualitas jaringan, serta proses sinkronisasi 

aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan 

antara perangkat daerah, BPKAD Kabupaten Bojonegoro, dan 

pemerintah pusat sebagai pengelola SIPD untuk meningkatkan 
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keandalan sistem, memperkuat dukungan teknis, dan mewujudkan 

pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka diajukan 

beberapa saran akademis yang meliputi aspek operasional, kebijakan 

teknis, serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya:  

1. Aspek Operasional (Bagi Objek Penelitian / Kantor Kecamatan 

Kapas) 

1. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Mitigasi Risiko 

Lokal: Kantor Kecamatan Kapas disarankan untuk merumuskan 

kebijakan internal formal berupa SOP mitigasi darurat 

penatausahaan keuangan ketika aplikasi SIPD mengalami 

kelumpuhan jangka panjang, guna memberikan payung hukum 

yang jelas bagi tindakan adaptif bendahara.  

2. Penjadwalan Input Kolektif dan Optimalisasi Fasilitas Penunjang: 

Pimpinan instansi perlu memberikan dukungan operasional ekstra 

kepada Bendahara Pengeluaran, seperti penyediaan fasilitas 

internet cadangan berkecepatan tinggi (backup network) khusus 

keuangan serta pemberian kompensasi waktu kerja yang fleksibel 
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(flexible working hours) mengingat bendahara harus melakukan 

input data pada dini hari.  

2. Aspek Kebijakan (Bagi Instansi Terkait / BPKAD Kabupaten 

Bojonegoro) 

1. Peningkatan Intensitas Koordinasi dan Pengawalan Teknis 

Berjenjang: BPKAD Kabupaten Bojonegoro selaku BUD 

disarankan untuk mengoptimalkan kanal pengaduan real-time dan 

melakukan pengawalan siber secara berkala guna menampung 

keluhan error system dari tingkat kecamatan untuk diteruskan 

secara kolektif kepada pengembang sistem di Kemendagri.  

2.  Advokasi Kebijakan Hak Akses Daerah: Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro melalui BPKAD diharapkan dapat mengadvokasikan 

pelonggaran hak akses (privilege) arsitektur SIPD kepada 

pemerintah pusat, agar pemda memiliki ruang teknis untuk 

melakukan modifikasi lokal atau menambah kapasitas mirroring 

server di tingkat daerah guna mengurangi ketergantungan mutlak 

pada server pusat.  

3. Aspek Akademis (Bagi Peneliti Selanjutnya pada Bidang Sejenis) 

1. Perluasan Lokus dan Komparasi Metode: Bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik pada bidang kajian birokrasi digital dan e-

government, disarankan untuk memperluas lokus penelitian tidak 
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hanya pada satu kecamatan, melainkan melakukan studi 

komparatif lintas kecamatan dengan karakteristik wilayah yang 

berbeda (misalnya kecamatan perkotaan dibandingkan 

kecamatan pelosok/terpencil).  

2. Pengembangan Variabel Teoritik: Peneliti berikutnya dapat 

mengembangkan fokus analisis dengan mengombinasikan teori 

Lipsky (1980) dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) 

atau teori Digital Governance untuk menguji tingkat penerimaan 

teknologi dari sudut pandang psikologis dan kultural birokrat di 

tingkat tapak secara lebih komprehensif.  
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